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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  11 TAHUN 2007 

TENTANG 
PENCATATAN NIKAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata 

pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan 
Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan 
Nikah; 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 
21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar 
Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 694); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4611 ); 

5. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   
menjadi   Undang-Undang   (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3250); 

7. Keputusan Presiden  Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  

8. Keputusan Presiden  Nomor 85 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama; 

9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


10. Peraturan Presiden  Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar 
Negeri  Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 
182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;  

12. Keputusan Menteri Agama  Nomor 517 Tahun 2001 
tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan; 

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003; 

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 
PENCATATAN NIKAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA  adalah 

instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas 
Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam 
dalam wilayah kecamatan. 

2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi 
tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. 
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3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan 
nihah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. 

4. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah adalah anggota masyarakat tertentu 
yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota 
untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. 

5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau  Mahkamah Syar’iyah. 
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. 
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.  
8. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk 

mencatat  pendaftaran putusan cerai talak. 
9. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk 

mencatat pendaftaran putusan cerai gugat. 
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk. 
11. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk. 

 
BAB II 

PEGAWAI PENCATAT NIKAH 
Pasal 2 

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat 
yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan 
peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan 
bimbingan perkawinan. 

(2) PPN dijabat oleh Kepala KUA. 
(3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  menandatangani akta 

nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta 
rujuk. 

 
Pasal 3 

(1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN. 
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(2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
pengangangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya 
dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama 
kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan 
rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam. 

(3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu 
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala 
desa/lurah di wilayah kerjanya.  

 
Pasal 4 

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.  

 
BAB III 

PEMBERITAHUAN KEHENDAK MENIKAH 
Pasal 5 

(1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah 
kecamatan tempat tinggal calon isteri. 

 (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi 
Formulir Pemberitahuan  dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 
a. surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa /Lurah atau nama 

lainnya; 
b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal 

usul calon mempelai dari  kepala desa/lurah atau nama lainnya; 
c. persetujuan kedua calon mempelai; 
d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala 

desa/pejabat setingkat; 
e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum 

mencapai usia 21 tahun; 
f. izin dari pengadilan, dalam hal  kedua orang tua atau walinya 

sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada; 
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